
 
 
 

 
BUPATI MOROWALI UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 
RANCNGAN 

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA 
NOMOR 24 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
RENCANA AKSI DAERAH 

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 

(RAD-PPDT)  
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MOROWALI UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Strategi 

Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 

(STRADA PPDT) Kabupaten Morowali Utara Tahun  2015 – 

2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2015, perlu disusun 

dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan 

Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Kabupaten Morowali Utara 

Tahun 2016; 

 

 b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana 

tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Morowali Utara; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi 

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5414); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5598); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Tahun 2015 -

2019; 

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sruktur 

Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kementerian (Berita Negara 



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463). 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2011-2016; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7  

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 

2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Morowali Utara Nomor 08); 

28. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 

2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Morowali Utara Nomor 09); 

29.  Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal (STRADA-PPDT) Kabupaten Morowali Utara 

Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Morowali 

Utara Tahun 2015 Nomor 025); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 

(RAD-PPDT) KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 

2016. 



Pasal 1 
 

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 selanjutnya disebut RAD-PPDT 

Kabupaten Morowali Utara, merupakan implementasi Strategi Daerah 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Morowali Utara  

Tahun 2015– 2019 untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun. 

 
 

Pasal 2 
 

RAD PPDT Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1, mengatur alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

upaya strategis pengentasan ketertinggalan daerah. 

 
 

Pasal 3 

 

RAD PPDT Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

 
Pasal 4 

 

RAD PPDT Kabupaten Morowali Utara disusun dengan sistematika sebagai 
berikut : 

a. Bab I  : Pendahuluan. 
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah. 

c. Bab III : Analisis Ketertinggalan. 
d. Bab IV : Strategi Percepatan Pembangunan. 
e. Bab V : Pengembangan Ekonomi Lokal. 

f. Bab VI : Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
g. Bab VII : Kemampuan Keuangan Daerah dan Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan 
h. Bab VIII : Pemenuhan Aksesibilitas dan Pengurangan Keterisolasian 

Daerah  
i. Bab IX : Penanganan Karakteristik Daerah. 
j. Bab X : Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Tertinggal. 

k. Bab XI : Kaidah Pelaksanan 
l. Bab XII : Penutup 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Morowali Utara. 

 
 

Ditetapkan di Kolonodale 
pada tanggal 30 Oktober 2015 
 

   Pj. BUPATI MOROWALI UTARA, 
ttd. 

 
 T T D 

 
            YALBERT  TULAKA 

 

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 30 Oktober 2015 

 
        SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MOROWALI UTARA, 
ttd. 
 

 T T D 
 

     YALBERT TULAKA 
 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 27. 

 
Salinan sesuai dengan aslinya : 

            Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

 

    ATRA T. TAMEHI, SH  

      NIP. 19701226 200212 1 005 

 


